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WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
pengadaan  ganti rugi tanah bagi pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Palu, 1
[ perlu membentuk tim pelaksana;

b.bahwa  berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a,

Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana

Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2019;

sebagaimana
perlu  menetapkan

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Paly
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik _
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

<

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara In
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan |

Scanned by CamScanner



sebagaimana telah diubah dengan !
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan |
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 No
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Da
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomo:
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan |
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 ten
Pembentukan dan Susunan Perangkat
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 I
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomo:

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahus
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lemb
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambah:
Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :
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diubah dengan Peraturan Pr Nc
2015 tentang Perubahan Keempat Atas I
Presiden ~ Nomor 71 Tahun 2012

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pemb
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara R
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 |
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3
Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah b
Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota F
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. membuat agenda rapat pelaksanaan;
. menyiapkan pembentukan satuan tu
diperlukan dan pembagian tugas;
. mengajukan kebutuhan anggaran operasic
pelaksanaan pengadaan tanah;dan o
d. menetapkan penilai.

3. Anggota :
a. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
b. memperkirakan kendala-kendala teknis yang
mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
c. menyiapkan administrasi yang diperlukan;dan
d. membuat dokumen hasil rapat.

KETIGA . Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi k|
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam |
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota
Palu.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019
pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
padq tanggal

AKIL WALI KOTA PALU/L

/\SIGIT ;
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Ruang dan Pertanahan Kota Palu :

. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas

AulE Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

e 3. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor

sl Pertanahan ATR/BPN Kota Palu

4. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
Kadatral Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu

5. Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah Kantor
Pertanahan ATR/BPN Kota Palu

6. Petugas Ukur Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota
Palu. 2 (dua) orang

7. Staf Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang
dan Pertanahan Kota Palu. 6 (enam) orang

B ot ol
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